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PENETAPAN
Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.TSe
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

A. Perawati alias Andi Perawati binti Puang Nambung, tempat tanggal lahir
Tanjung Aru, 15 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan
Semangka, RT. 48, RW. 18, Kelurahan Tanjung Selor Hilir,
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi
Kalimantan Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad bin Dalle, tempat tanggal lahir Sei. Nyamuk, 01 Juli 1983, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, dahulu
bertempat kediaman di Jalan Semangka, RT. 48, RW. 18,
Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, namun
sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di

seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatanya tanggal 01 April 2019 telah
mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.TSe,
tanggal 01 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal
13 September 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA
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Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur,
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 285/25/IX/2004, tanggal 22 September
2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
Dusun Rawa Indah Sebatik selama 13 tahun dan terakhir tinggal bersama
di Jalan Semangka Tanjung Selor selama 1 bulan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Nur Adila Putri binti
Muhammad, Akhmad Rizal bin Muhammad,;
4. Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
a.  Tergugat memiliki wanita idaman lain, bahkan sudah menikah siri
tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada istri;
b.  Tergugat pernah beberapa kali melakukan kekerasan dalam
rumah tangga;
«  Tergugat sering pergi dari kediaman bersama dalam waktu yang
lama lalu kembali lagi;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat
pergi meninggalkan kediaman bersama pada pertengahan bulan Maret
tahun 2019 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke
kediaman bersama;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat pernah beberapa kali
datang menemui Penggugat dan meminta maaf serta ingin rukun kembali
dengan Penggugat, namun Penggugat menolak untuk rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari
kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan
perkawinan dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
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memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi :
Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Muhammad bin Dalle)
terhadap Penggugat (A. Perawati alias Andi Perawati binti Puang
Nambung);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Tanjung Selor telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio
Pelita FM dan menempelkannya pada papan pengumuman pengadilan,
sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu
halangan yang sabh;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar menangguhkan
keinginannya bercerai dengan Tergugat dan atas nasehat hakim tersebut, Penggugat
kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini

yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di
antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49
ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini

termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah
Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang
Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat
pada tanggal 13 September 2004 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah
putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing

untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun
pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai dengan
ketentuan Pasal 27 ayat (1 — 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan
oleh suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat
agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan nasehat Hakim
tersebut berhasil sehingga tujuan yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2)
Kompilasi Hukum Islam dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan nasehat Hakim tersebut,
Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena persidangan tersebut belum sampai pada
tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak

perlu adanya persetujuan Tergugat;
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Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang di lakukan
oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana
maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat
diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah terdaftar dalam register
perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan
perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata
di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ~ Nomor
85/Pdt.G/2019/PA.TSe dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus
2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh
Dr. Muhammad Igbal, S.H.l.,, S.H., M.H.l. sebagai Hakim, penetapan pada hari

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
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Hakim tersebut dan dibantu Abdurrahman, S.Ag sebagai Panitera, serta dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Dr. Muhammad Igbal, S.H.l., S.H., M.H.I
Panitera

Abdurrahman, S.Ag
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp__6.000,00

Jumlah :  Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)
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Salinan putusan diberikan kepada
Pemohon/Termohon, dan putusan
tersebut  belum/sudah  berkekuatan
hukum tetap.

Tanjung Selor, ........ccooeeeeenne

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.
Nip. 197310131999031001

Hal. 7 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



